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Per syar atan

1. Persyaratan administratif : 1. Surat Permohonan secara tertulis bermaterai cukup dalam 2 rangkap
(dua) dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 2. Profil Perusahaan meliputi : - Akta Pendirian dan Perubahan terkahir
serta pengesahan dari Kemenkumham - Komposisi kepemilikan saham - Susunan pengurus - Bidang
usaha perkebunan 3. NPWP; 4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5.Rekomendasi kesesuaian dengan

perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota;

2. Persyaratan Teknis : 1. 1zin lokasi dari Bupati/ walikota yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi
dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pihak lain (dalam hal Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dinyatakan dengan pernyataan dari Dinas Pertambangan dan Energi); 2.
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang
diminta berasal dari kawasan hutan; 3. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format
seperti tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Permentan No 98 tahun 2013. 4. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil
perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; 5. lizn
Lingkungan dari Gubernur; 6. Pernyataan kesanggupan : a. Memiliki sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tanaman dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; b. Memfasilitasi
pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja
dan rencana pembiayaan; dan c. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat
sekitar perkebunan. Dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permentan No 98 Tahun 2013; 7. Surat pernyataan dari
pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok
(group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 17, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran

Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permentan Nomor 98 tahun 2013

3. Pelaksanaan Kajian Teknis dan/atau Survey Lapangan : YA

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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(1) Untuk meRRREFISR BEraYInsi St enylayan BangkasRslitngr Pinass seansraan Mads;dan
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Perizinan dan Nonperizinan dapat diajukan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPISE atau

system informasi pelayanan Perizinan secara elektronik lainnya. (3) Permohonan Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Pemohon atau dalam hal
yang bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus Perizinan dan
Nonperizinan dapat diwakili oleh kuasa Pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan
dilampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penerima Kuasa. (4) Persyaratan yang diperlukan

untuk proses Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada SP yang berlaku.

Pendaftaran permohonan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir
Perizinan dan Nonperizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan melalui loket informasi atau diunduh pada website DPMPTSP; b. Pemohon mengisi
formulir dan melengkapi persyaratan; c. formulir dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan
melalui: 1: loket pendaftaran; at au 2. Koordinator Perizinan. d. petugas pendaftaran memeriksa
kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; e. apabila berkas tidak lengkap dan atau
tidak sesuai dengan daftar persyaratan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan
dan persyaratan, untuk diperbaiki / dilengkapi kembali oleh Pemohon; dan f. apabila berkas telah
memenuhi persyaratan dan lengkap, petugas pendaftaran meregistrasi dan meng-input data awal/
header untuk diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi, dan selanjutnya petugas pendaftaran
memberikan resi tanda terima penerimaan berkas kepada Pemohon, dengan ketentuan apabila
nantinya menurut hasil verifikasi dan validasi petugas pemrosesan menyatakan bahwa berkas tidak

memenuhi persyaratan, maka berkas akan dikembalikan kepada Pemohon.

Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dilanjutkan kepada petugas pemrosesan untuk edit
status pada data base secara elektronik kemudian dilakukan proses Perizinan dan Nonperizinan
dengan ketentuan: a. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi
persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan darr/ atau tanpa pengkajian oleh Tim Teknis PTSP, naskah
Izin dan / atau Nonizin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; dan b. dalam hal hasil
verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi
memerlukan pemeriksaan lapangan dan ' atau pengkajian, Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan
lapangan dan/atau pengkajian didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP, yang dikoordinasikan oleh

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam hal berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan memerlukan kajian dari Tim Teknis PTSP,
ditempuh langkah operasional sebagai berikut: a. petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan
Perizinan Terpadu DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis melalui surat Kepala DPMPTSP at au

Kepala Bidans Pelavanan Genzinan Terpady REMETARAS 3k KaQrdingtRnlindieknie RimbdkgRada im
Teknis PTSP untuk melakukan pemeriksaan teknis; b. Tim Teknis PTSP menyusun penjadwalan dan

nerencanaan untuk melakukan nemeriksaan lapanean: ¢ Tim Teknis PTSP didambpinei oleh un sur
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Waktu Penyel B&inghintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan
o Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya

Rp. O (NIHIL)

Produk Pelayanan

1. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan : Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan

Pembangunan Perkebunan Provinsi

Pengaduan Layanan
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Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman Modal dan

(1) Pemohon pen%gunajasa dapat menyampaikan pengaduan atas layanan PTSP melalui layanan pengad
elayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulduan Bangka Belitun
uan PTSP, dalam hal penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai SP dan/ atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Layanan Pengaduan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/ atau tulisan
melalui media yang disediakan , paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemohon pengguna jasa

menerima pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(3) DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan atas layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), secara cepat dan tepat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan at

as layanan.
(4) Prosedur layanan pengaduan PTSP dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pemohon pengguna jasa menyampaikan pengaduan atas layanan yang diterimanya secara langsung lisan
dan/ atau tulisan ke loket layanan pengaduan PTSP, maupun secara tidak langsung melalui media telepon,

email, faximile, SMS, kotak saran/ pengaduan, sistem informasi secara elektronik, dan lain-lain;

b. petugas layanan pengaduan PTSP menerima pengaduan, kemudian meregistrasi dan melakukan entry data
atas pengaduan, selanjutnya membuat dan memberikan resi tanda terima nomor pengaduan kepad

a Pemohon pengguna jasa;

c. tim penanganan pengaduan yang terdiri dari petugas layanan pengaduan PTSP, unsur petugas DPMPTSP
yang terkait, Tim Teknis PTSP, dan dapat mengikutsertakan unsur PD Teknis, melakukan analisa penyeb

ab selanjutnya menetapkan tindakan penyelesaian dan menginformasikannya kepada
Pemohon pengguna jasa;

d. tim penanganan pengaduan melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan, selanjutnya mel

aksanakan verifikasi hasil akhirnya dan menyampaikannya kepada Pemohon pengguna jasa;

e. jika Pemohon pengguna jasa puas dengan hasil akhir penyelesaiannya, maka proses penanganan pen

gaduan dinyatakan selesai;

f. jika Pemohon pengguna jasa belum puas maka proses siklus penanganan pengaduan diulang kembali seba

gaimana dari huruf ¢ hingga huruf e hingga selesai.
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